
 

BAB V 

PENUTUP 

1.1 Kesimpulan  

1. Dualisme pengaturan tentang pembatasan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) 

antara MK dan MA menimbulkan kerancuan hukum dan tidak mencerminkan 

kepastian hukum. Berdasarkan hukum acara maka benang merah dari aspek 

hukum acara tentang pembatasan pengajuan PK, ditemukan bahwa terdapat 

perbedaan pengaturan pembatasan Peninjauan Kembali (PK) antara perkara 

pidana dan perkara perdata oleh Mahkamah Konstitusi. Analisis dalam aspek 

agama mengenai suatu proses peradilan yang saat ini tidak berkepastian karena 

adanya dualisme aturan tentu melibatkan para hakim, maka dari aspek 

keagamaan seluruh agama yang ada di dunia ini tanpa terkecuali 

mengharapkan adanya penegakkan keadilan yang berkepastian hukum. 

Analisis dari aspek ketatanegaraan bahwa kedudukan putusan MK disetarakan 

dengan UU karena batu ujinya adalah UUD, selain itu sifat putusan MK final 

and binding, berlaku untuk seluruh warga negara termasuk lembaga negara. 

Sedangkan kedudukan SEMA berada di bawah undang-undang, bukan setara 

atau lebih tinggi dari Undang-undang. SEMA hanya mengikat ke dalam 

lingkungan peradilan, artinya di lingkup peradilan Mahkamah Agung dan 

badan peradilan yang ada di bawahnya saja. 

2. Faktor penyebab terjadinya dualisme hukum pengaturan pembatasan 

pengajuan PK dalam perkara pidana di antaranya: (1) Adanya faktor 



kewenangan yang berlandaskan independensi hakim; dan (2) Faktor tidak 

adanya sanksi yang jelas atas tindakan pembangkangan atau pengabaian 

putusan MK. Berdasarkan faktor-faktor di atas maka sering kali terjadi 

dualisme hukum yang dikeluaran oleh MK dan MA.  

 

1.2 Saran  

1. SEMA yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tidak 

mencerminkan kepastian hukum dan bertentangan dengan hierarki peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi (Putusan MK setara dengan UU), 

sehingga dalam kasus ini SEMA Nomor 7 Tahun 2014 harus dicabut atau 

dibatalkan oleh MA itu sendiri, karena bertentangan dengan Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013.  

2. Putusan MK yang membatalkan bab XVIII tentang Upaya Hukum Luar Biasa, 

pasal 268, ayat (3) dalam suatu UU No. 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana) yang telah diuji harus segera dibuatkan regulasi yang 

baru/revisi. DPR dan Pemerintah berkewajiban untuk mengakomodir semua 

ketentuan yang telah diputus oleh MK sebagai bentuk menjalankan konstitusi 

Negara.  

3. Terkait dengan pengaturan PK sebaiknya dibuatkan UU khusus PK atau 

merevisi KUHP dan KUHAP dengan memuat ketentuan syarat-syarat 

mengajukan PK yang harus lebih diperketat agar tidak semua orang dapat 

mengajukan PK dengan mudahnya, salah satu yang harus diperhatikan terkait 

dengan pembatasan definisi “novum” sebagai syarat pengajuan PK setta jenis 



Kasus yang memiliki kategori khusus untuk dapat diajukan permohonan PK 

lebih dari pada satu kali.  

4. Sebaiknya antara MK dan MA terus melakukan koordinasi termasuk penyatuan 

pendapat dalam visi yang sama di ranah peradilan Indonesia agar perbedaan 

perspektif dalam kekuasaan kehakiman dapat dihindari, untuk mewujudkan 

peradilan yang adil dan berkepastian.  
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